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A. Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya
adalah bagian dari hak asasi manusia.' Pangan yang bermutu, bergizi, dan
berimbang merupakan prasyarat utama untuk menunjang kesehatan,
kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat.> Di pasaran terdapat beraneka
macam jenis pangan Yyang diproduksi oleh pelaku usaha, memberikan
keuntungan bagi konsumen berupa beragam pilihan produk mulai dari harga
termurah hingga termahal.®

Produk pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber alam
hayati seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan lainnya yang dapat
dikonsumsi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan energi.’
Produk pangan ini meliputi makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi
langsung maupun setelah proses pengolahan tertentu. Fungsi utama produk

pangan tidak hanya sebagai sumber energi, tetapi juga sangat penting dalam
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mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan menjaga kesehatan tubuh
manusia secara keseluruhan.”

Karakteristik produk pangan mencakup sifat fisik seperti tekstur, warna,
bentuk, dan ukuran yang mempengaruhi daya tarik visual; sifat kimia berupa
komposisi nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral;
serta sifat mikrobiologis yang melibatkan kandungan mikroorganisme yang
dapat memengaruhi keamanan dan daya simpan produk. Produk pangan juga
memiliki aspek sensoris seperti rasa, aroma, dan kesegaran yang sangat
menentukan kenyamanan konsumen saat mengkonsumsinya.®

Di pasar tradisional seperti Pasar Gede Surakarta, produk pangan yang
beredar sangat beragam, mulai dari pangan segar, seperti sayuran dan buah-
buahan, hingga pangan olahan yang telah diproses. Keberadaan produk pangan
ini sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, namun peredaran
produk pangan tersebut harus mematuhi standar keamanan pangan yang
berlaku untuk menjamin kesehatan konsumen.” Oleh karena itu, pengawasan
keamanan produk pangan dan pelabelan yang benar sangat diperlukan agar
konsumen mendapatkan produk yang aman dan sesuai standar.®

Dalam rangka menghindari timbulnya kerugian pada konsumen

terhadap pencantuman label pada produk pangan, Peraturan Perundang-
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Undangan telah mengatur secara tegas mengenai ketentuan pelabelan pangan.®

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen termuat dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf (g), (h), (i)
dan (j) tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, yang berbunyi®:
“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang
dan/atau jasa yang:

g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label

i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat
nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama, alamat pelaku
usaha dan keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan
harus dipasang atau dibuat.

j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan Perundang-

Undangan yang berlaku.
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2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 tahun 1999 tentang

label dan iklan pangan, Pasal 3 dan pasal 10 ayat (1) yang menyebutkan

bahwa Label pada produk pangan harus tertera:**

a.

b.

Nama produk;

Daftar bahan yang digunakan;

Berat bersih atau isi bersih;

Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan kedalam
wilayah Indonesia dan

Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;

Pasal 10

(1) Setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang

dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan
menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam,
bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib

mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.

3. Peraturan BPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Paling sedikit

memuat keterangan mengenai:*

a.

b.

Nama Produk;
Daftar bahan yang digunakan;
Berat bersih atau isi bersih;

Nama dan Alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;

"presiden Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999
Tentang Label Dan Iklan Pangan” (1999).
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e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
f. Tanggal dan kode produksi;
g. Keterangan kedaluwarsa;
h. Nomor izin edar; dan
i. Asal usul bahan pangan tertentu.
4. Peraturan BPOM No.13 Tahun 2018 (Pasal 6)
Untuk pangan yang dijual kepada pelaku usaha untuk diolah Kembali
menjadi pangan olahan lainnya (Pangan B to B), label harus memuat
keterangan paling sedikit mengenai:*®
a. Nama Produk;
b. Berat bersih atau isi bersih;
c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
d. Halal bagi yang dipersyaratkan;
e. Tanggal dan kode produksi;
f. Keterangan kedaluwarsa.

Kewajiban pencantuman label pada produk pangan sangat penting
untuk melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang berpotensi
membahayakan konsumen.** Produk pangan yang beredar di pasar memegang
peranan vital dalam memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Namun, risiko

terkait keamanan pangan selalu ada, terutama terkait dengan produk yang tidak

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI.DirektoratRegistrasi Pangan Olahan Badan POM RI
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2019, 1-11.



memenuhi standar pelabelan yang sesuai, produk kedaluarsa, atau produk yang
mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan konsumen. *®

Di Pasar Gede Surakarta, berbagai masalah terkait label produk pangan
telah didokumentasikan melalui sidak dan laporan publik, yang mencerminkan
pelanggaran nyata terhadap kewajiban pelabelan pangan. Misalnya, dalam
inspeksi yang dilaporkan media, tim sidak menemukan banyak produk
makanan yang dijual tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa ataupun
informasi penting lainnya sehingga konsumen tidak mengetahui batas aman
konsumsi produk tersebut.’® Selain itu, ditemukan juga kemasan yang
rusakatau label yang terhapus sehingga keterangan seperti komposisi atau berat
bersih tidak dapat terbaca dengan jelas hal ini mengurangi transparansi
informasi dan berpotensi menyesatkan pembeli.'” Di kasus lain, ditemukan
botol minyak goreng bersubsidi jenis MinyaKita yang volumenya ternyata
kurang dari isi yang tercantum, misalnya 1 liter yang hanya berisi sekitar 900
ml sebuah contoh nyata ketidakcocokan antara label dan isi produk.’® Lebih
parah lagi, sejumlah produk terindikasi mengandung zat berbahaya

menunjukkan bahwa ada produk yang kemungkinan tidak sesuai komposisi
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dalam label atau diragukan keamanan produknya.’® Kasus-kasus ini secara
jelas menunjukkan bahwa meskipun regulasi pelabelan pangan telah ada,
praktek di lapangan masih jauh dari ideal : konsumen di Pasar Gede tidak
selalu mendapatkan produk pangan yang berlabel lengkap, jelas, akurat, dan
aman.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana pelanggaran label produk
pangan dapat merugikan konsumen, menyesatkan publik, dan menimbulkan
risiko bagi kesehatan, sehingga menegaskan pentingnya penerapan ketentuan
pelabelan yang benar sesuai Peraturan Perundang-Undangan. Secara yuridis-
normatif, semua peraturan mengenai pelabelan produk pangan sejatinya telah
memenuhi standar. Meskipun demikian, dalam penerapannya sehari-hari,
sejumlah besar aturan itu cenderung hanya bersifat formal dan tidak berarti.
Undang-undang yang telah ditetapkan sebagai norma hukum yang berlaku
sering kali diabaikan atau tidak diterapkan dengan ketat. Kondisi ini diperkuat
oleh fakta bahwa banyak sekali bahan makanan yang dijual di pasar memiliki
penandaan yang tidak mematuhi persyaratan, sehingga menghalangi konsumen
untuk mendapatkan data akurat tentang standar, nilai, dan keamanan produk
makanan sesuai dengan yang ditentukan oleh ketentuan hukum.

Oleh karena itu, para pengusaha sebaiknya mencantumkan seluruh
detail yang komprehensif dan tepat pada kemasan bahan makanan, sehingga
pembeli dapat menerima penjelasan yang transparan tentang standar, nilai,

serta keselamatan barang yang hendak mereka beli. Data yang benar pada label

19Siti Fatimah, “Pemkot Solo Temukan Produk Makanan Mengandung Zat Berbahaya Di Pasar
Tradisional,” Radio Republik Indonesia, 2022, https://rri.co.id/kesehatan/111505/pemkot-solo-
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produk makanan memegang peranan krusial dalam menjaga kepentingan
konsumen serta menghindari tindakan perdagangan yang membahayakan
masyarakat luas. Dengan mempertimbangkan konteks yang telah diuraikan
sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam topik
“Konsumen dan Label (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Produk

Pangan di Pasar Gede Surakarta”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini
difokuskan pada profil label produk pangan yang beredar di Pasar Gede
Surakarta. Meskipun Peraturan Perundang-Undangan mengenai pelabelan
produk pangan telah ada, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian
antara informasi pada label dan kondisi produk, seperti kelas mutu, berat
bersih, tanggal pengemasan, serta keterangan halal. Hal ini menimbulkan
pertanyaan mengenai sejauh mana pelaku usaha memenuhi kewajiban
pencantuman informasi yang lengkap dan benar pada label produk pangan.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri profil label produk
pangan, mulai dari jenis informasi yang dicantumkan, kepatuhan terhadap
peraturan, hingga kesesuaian antara label dan isi produk. Dengan fokus
tersebut, rumusan masalah penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Bagaimana profil label produk pangan yang beredar di Pasar Gede

Surakarta?



2.

Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pencantuman

label produk pangan yang beredar di Pasar Gede Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mendeskripsikan profil label produk pangan yang beredar di Pasar
Gede Surakarta
Untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap

pencantuman label produk pangan yang beredar di Pasar Gede Surakarta

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penulis dan pembaca dapat menggunakan penelitian ini

sebagai sumber pengetahuan dan pembelajaran di masa depan. Manfaat dari

penelitian ini meliputi:

1.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan dalam bidang hukum perlindungan konsumen dan
manajemen pangan. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik
bagi studi-studi selanjutnya tentang kepatuhan pelaku usaha terhadap

regulasi pelabelan dan implikasinya terhadap hak-hak konsumen.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi konsumen: Memberikan informasi mengenai label produk pangan,
sehingga konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih

tepat dan terlindungi dari praktik label yang menyesatkan.



b. Bagi pelaku wusaha: Menjadi acuan untuk memperbaiki dan
menyempurnakan pencantuman informasi pada label produk pangan
agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sekaligus
meningkatkan kepercayaan konsumen.

c. Bagi pihak pengawas/otoritas terkait : Memberikan gambaran nyata
mengenai kepatuhan pelaku usaha dalam pelabelan produk pangan,
sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengawasan, pembinaan, dan

penegakan hukum yang lebih efektif.

E. Kerangka Pemikiran

Label merujuk pada teks, ilustrasi, atau gabungan dari keduanya yang
ditempatkan pada kontainer atau bungkusan suatu barang, baik melalui
pencetakan, perekatan, maupun penyisipan kedalam kemasan, dengan tujuan
menyediakan rincian menyeluruh tentang kandungan produk tersebut®.
Berdasarkan pandangan Tjiptono, label merupakan elemen dari sebuah barang
yang mengkomunikasikan data terkait produk dan pihak penjual. Sementara
itu, Kotler menjelaskan bahwa label bisa berupa desain sederhana dari produk
atau gambar yang kompleks, yang terintegrasi sebagai bagian dari kemasan
secara keseluruhan®’. Selain itu, label berfungsi sebagai penanda identitas suatu
produk, karena tanpa adanya label, kita akan kesulitan untuk membedakan satu
produk dari produk lainnya. Menurut Nurmadjito, upaya untuk memastikan

bahwa barang atau jasa yang tersebar di masyarakat merupakan produk yang

2R. Jamrianti, Pengemasan Dan Pelabelan Pangan: Packaging as a Product Cummunications.
(Jakarta:AE Publishing., 2021)
“Iphilip Kotler, Manajemen Pemasaran, 2nd ed. (Jakarta: Prenhallindo, 2000).
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pantas diperdagangkan meliputi asal-usul dan kualitas yang sesuai dengan
informasi dari pengusaha, yang disampaikan melalui label, etiket, promosi, dan
sarana lainnya®.

Pada produk pangan, pelabelan harus dipersyaratkan sedemikian rupa
sehingga tidak mudah lepas, luntur, atau rusak, serta terletak pada bagian
kemasan yang mudah dilihat dan dibaca. Label produk pangan berfungsi
sebagai “jendela” bagi konsumen. Dengan membaca label secara cermat,
konsumen dapat mengetahui informasi penting seperti kelas mutu (premium,
medium, atau kKhusus), berat bersih, tanggal pengemasan, tanggal kedaluwarsa,
asal-usul beras, serta keterangan halal jika diperlukan. Informasi tersebut
memungkinkan konsumen untuk membuat keputusan pembelian yang tepat dan
menghindari risiko membeli produk pangan yang kualitasnya tidak sesuai
dengan yang dijanjikan. Tanpa informasi yang jelas, potensi penipuan lebih
tinggi dapat terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.?
Berkenaan dengan isu label, terutama yang berkaitan dengan label produk
makanan, maka masyarakat harus mendapatkan informasi yang akurat,
transparan, dan menyeluruh, baik mengenai:

a. Nama produk
b. Komposisi
c. Berat bersih

d. Nama dan alamat pelakuusaha

2Nurmadjito, Kesimpulan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen Di
Indonesia (bandung: Mandar Maju, 2000).

R, Jamrianti, Pengemasan Dan Pelabelan Pangan: Packaging as a Product Cummunications.
(AE Publishing., 2021)
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e. Kedaluarsa

f. Keterangan tentang halal

g. Petunjuk pemakaian / aturan pakai
h. Tanggal / kode produksi

i.  Nomor pendaftaran

J. Informasi bahan tertentu (bila ada)
k. Kandungan alkohol (bila ada)

I. Tanggal produksi

Atau aspek-aspek lainnya yang mereka butuhkan terkait label produk
makanan dari industri rumah tangga yang tersedia di pasar. Tantangan dalam
penandaan produk makanan industri rumah tangga juga membutuhkan
pengamanan melalui hukum untuk menghindari kerugian bagi konsumen
akibat penandaan yang melanggar ketentuan.

Pencantuman informasi yang akurat pada label produk pangan juga
memiliki fungsi edukatif, misalnya memberikan pengetahuan tentang cara
penyimpanan pangan yang benar, karakteristik mutu pangan, dan standar
kualitas yang harus dipenuhi. Informasi yang jelas pada label membantu
konsumen, terutama ibu rumah tangga, untuk memilih produk pangan yang
aman, sehat, dan sesuai dengan kebutuhan keluarga.*

Dalam kegiatan jual-beli produk makanan, pengamanan melalui
Undang-Undang bagi pembeli merupakan keharusan mutlak, mengingat

kedudukan negosiasi konsumen yang cenderung lebih rendah jika

?Lia Nur Cholifah, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Jaminan Produk Halal:
Analisis Kewajiban Dan Tanggung Jawab Negara,” ASY-SYIR'AH Jurnal Ilmu Syari’ah Dan
Hukum 53, no. 2 (2019).
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dibandingkan dengan pihak pengusaha. Konsep pengamanan hukum yang

diutarakan oleh Philipus M. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum

kedalam dua kategori, yakni:*®

1. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang dilakukan dengan
menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha agar dapat memulihkan kondisi
hukum ke keadaan semula. Contohnya adalah tindakan hukum terhadap
pelaku usaha yang mencantumkan label yang menyesatkan.

2. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang bertujuan
mencegah terjadinya sengketa, misalnya melalui penerapan regulasi yang
mengatur kewajiban pencantuman label lengkap dan benar sebelum
produk dipasarkan.

Perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan bertujuan untuk
menjamin hak-hak dasar konsumen, yang secara garis besar mencakup?®:

1. Hak untuk mencegah kerugian, baik kerugian pribadi maupun kerugian
finansial, akibat membeli produk pangan yang kualitasnya tidak sesuai
dengan informasi pada label.

2. Hak untuk memperoleh barang dengan harga wajar, termasuk kepatuhan
terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) produk pangan.

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut, apabila konsumen

dirugikan akibat pelabelan yang tidak sesuai peraturan.

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia (Surabaya: PT. Bina Iimu,
1987).

2 Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia” (Universitas
Airlangga, 2000).
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Dengan pemenuhan hak-hak konsumen tersebut, perlindungan hukum
tidak hanya menjamin keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan yang
dibeli, tetapi juga mencegah praktik usaha yang merugikan publik, sehingga

tercipta perdagangan produk pangan yang sehat dan adil.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara kerja sistematis untuk memahami objek
penelitian agar dapat dijadikan ilmu pengetahuan yang sahih. Dalam penelitian
ini, metode digunakan sebagai pedoman untuk mempelajari dan memahami
lingkungan objek penelitian, yaitu label produk pangan dan perlindungan
hukum konsumen terhadap pelabelan beras.?’
1. Metode Pendekatan
Studi ini menerapkan metode yuridis normatif (doktrinal), sebab
hukum dianggap sebagai aturan tertulis yang diciptakan dan dikeluarkan
oleh instansi atau aparat negara yang memiliki kewenangan. Hukum
dipersepsikan sebagai entitas yang mandiri, oleh karena itu, analisisnya
ditujukan pada Undang-Undang yang mengatur penandaan produk
makanan dan pengamanan konsumen. Metode ini dilaksanakan dengan
cara mengumpulkan peraturan hukum dan menelaah penerapan di dunia
nyata (hukum in-concreto).?

2. Spesifikasi Penelitian

“’Rianto Adi, Metode Sosial Dan Hukum (Jakarta: Sinar Granit, 2004).
?8Soerjono Soekanto and Sri Pamuji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: CV Rajawali, 1986).

14



Tipe  penelitian  bersifat  deskriptif,  karena  bertujuan
menggambarkan secara jelas profil label produk pangan yang beredar di
Pasar Gede Surakarta serta perlindungan hukum bagi konsumen terkait
pencantuman label tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pasar Gede Surakarta, yang dipilih secara
purposive karena pasar ini merupakan salah satu sentra perdagangan
produk pangan terbesar di Surakarta, sehingga memungkinkan peneliti
memperoleh data label produk pangan secara representatif dan lengkap.

4. Jenis Data
Penelitian menggunakan dua jenis data:

a. Data Sekunder: Studi ini mengadopsi jenis sumber data sekunder
sebagai bahan utama yang diperoleh lewat telaah literatur, yang
dalam konteks ini mencakup label produk makanan yang
diperdagangkan di Pasar Gede Surakarta.

b. Data Primer: Data berupa keterangan dari pihak terkait, seperti
pedagang beras, konsumen, dan pihak pengawas, yang berfungsi

untuk mendukung pemahaman terhadap data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data
a. Studi Kepustakaan
Metode ini diterapkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang

dilakukan melalui langkah-langkah seperti mencari,
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menginventarisasi, dan menganalisis label produk makanan yang
tersedia di Pasar Gede Surakarta.
b. Wawancara secara mendalam
Metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer, yang
berupa informasi langsung dari pelaku usaha dan konsumen
mengenai profil label produk pangan, kepatuhan terhadap
ketentuan pelabelan, serta pengalaman dan persepsi konsumen
terkait perlindungan hukum terhadap pencantuman label yang tidak
sesuai.
6. Metode Analisis Data
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif,
yaitu menafsirkan dan mendiskusikan data berdasarkan norma hukum,
doktrin hukum, dan teori hukum yang relevan.
a. Tahap pertama : Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan
terkait pelabelan produk pangan dan perlindungan konsumen.
b. Tahap kedua : Analisis data sekunder dan primer untuk menilai
kepatuhan pelaku usaha dan praktik pelabelan produk pangan di
Pasar Gede Surakarta. Analisis ini menggunakan pendekatan
analitis doktrinal dengan teori Hukum Murni Hans Kelsen,
sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum in-concreto

terkait perlindungan konsumen terhadap label beras.
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G. Sistematika Skripsi
Untuk memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan penelitian
ini, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:
BAB | PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Kerangka Pemikiran
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan
BAB || LANDASAN TEORI,
A. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
2. Prinsip dari Hukum Perlindungan Konsumen
3. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen
4. Tujuan Perlindungan Konsumen
5. Pihak-pihak yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen
6. Hak, Kewajiban, dan Tanggungjawab Konsumen dan Pelaku Usaha
B. Tinjauan Umum Label Produk Pangan
1. Pengertian Produk Pangan
2. Sertifikasi Produk Pangan
3. Pengertian Label

4. Label SebagaiWujud Hak Konsumen atas Informasi
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BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
B. Pembahasan
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
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